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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG 
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN 
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO 
    

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum keputusan 
pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka dipandang 
perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh KPU 
Kabupaten Nagekeo sehingga dalam menyusun produk hukum Keputusan di 
KPU Kabupaten Nagekeo dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dan aturan 
yang telah ditetapkan. 

  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini 
adalah:  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6547); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 



 
 

Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 649); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 826); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah 
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1505); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Produk Hukum 
Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo. 

CATATAN : - 

- 

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2026. 
Lampiran 13 Halaman.  

 


